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INTISARI 

Untuk mencapai jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas 
tanah, maka diberikan sertipikat hak atas tanah sebagai bukti kepemilikan seseorang 
atas suatu tanah beserta bangunannya. Sertipikat merupakan alat bukti yang kuat, 
namun tidak mutlak, artinya kapan saja dapat digugat oleh pihak lain melalui peradilan, 
selama dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di 
dalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Pembatalan sertipikat ini terjadi 
karena adanya cacat hukum administrasi dalam penerbitannya, atau melaksanakan 
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pembatalan ini 
bertujuan untuk memberikan kepastian hukum akan penguasaan, pemilikan, 
penggunaan dan pemanfaatan tanah di Indonesia.  

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis penyelesaian yuridis 
terhadap pelaksanaan pembatalan sertipikat hak atas tanah berdasarkan pelaksanaan 
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengkaji dan 
menganalisis kendala-kendala dan solusi dalam melaksanakan putusan pengadilan 
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
hukum empiris. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten. 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan wawancara. 

Hasil dari penelitian ini yaitu pelaksanaan pembatalan sertipikat yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang saat itu 
berlaku. Ada beberapa kendala baik dari pemohon langsung maupun dari pihak Kantor 
Pertanahan Kabupaten Klaten. 
 

Kata-kata Kunci: sertipikat, pembatalan sertipikat, kekuatan hukum tetap 
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ABSTRACT 

To achieve legal certainty and legal protection of land rights, a certificate of 
land rights is given as proof of a person's ownership of a land and its buildings. 
Certificates are strong evidence, but are not absolute, meaning that at any time they 
can be sued by other parties through the courts, as long as it can be proven otherwise 
the physical data and juridical data contained therein must be accepted as correct 
data. The cancellation of this certificate occurs because of a defect in administrative 
law in its issuance, or carrying out a court decision that has permanent legal force. 
This cancellation aims to provide legal certainty regarding the control, ownership, use 
and utilization of land in Indonesia. 

The purpose of this study is to analyze the juridical settlement of the 
implementation of the cancellation of land rights certificates based on the 
implementation of court decisions that have permanent legal force and to examine and 
analyze the obstacles and solutions in implementing court decisions that have 
permanent legal force. This type of research is empirical legal research. The location 
of the research was conducted at the Land Office of Klaten Regency. The sampling 
technique used is the purposive sampling. Data collection techniques in this research 
are literature study and interviews. 

The results of this study are the implementation of the cancellation of a 
certificate that already has legal force is still carried out in accordance with the 
regulations that were then in effect. There were several obstacles, both from the direct 
applicant and from the Klaten Regency Land Office. 
 
Keywords: certificate, certificate cancellation, permanent legal force 

 

 

 

 

 

 

 

 


